SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

Menimbang :

Mengingat

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah
dalam perumusan dan koordinasi kebijakan diperlukan adanya
upaya penataan kelembagaan organisasi yang efisien, efektif,
rasional dan proporsional sebagaimana diperintahkan dalam Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penggantian
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Situbondo dengan Peraturan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 2989);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan



Menetapkan :

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

w

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut
DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten
Situbondo.



10.

11.

12.
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Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Situbondo.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Situbondo.

Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
DPRD Kabupaten Situbondo.

Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
Situbondo.

Bagian adalah Unsur pelayanan administratif dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada lingkungan
Sekretariat Daerah kabupaten Situbondo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Situbondo.

(1)
(2)

(3)

(4)
()

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat daerah merupakan unsur staf.

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan
daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.



(4)
()

1)

(2)

(3)

(2)

(3)
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Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap
DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d

. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.

Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten;

c. Bagian; dan

d. Sub Bagian.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Unit
Kerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian; dan

c. Sub Bagian.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Rincian tugas dan fungsi Unit Kerja pada Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
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BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dari berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaah mengenai
masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya.

Untuk dapat diangkat sebagai Staf Ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

a. berpendidikan minimal S2 (Strata Dua);

b. berpengalaman di bidangnya minimal 15 (lima belas)
tahun;

Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi ;

a. pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya; dan

b. konsultasi kepada perangkat daerah.

Pasal 10

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling banyak
5 (lima) Staf Ahli yang terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
Staf Ahli Bidang Pembangunan;

g oo

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya
Manusia; dan

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)
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Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Rincian tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, Sekretaris
Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Ahli wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain
di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya
masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah
bersifat konsultasi dan Koordinasi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 12

Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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(2) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Sub Bagian Sekretariat diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Daerah atas usul Sekretaris Dewan dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.

(2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah
berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan
Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu
pejabat struktural untuk mewakilinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 15
Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

EKOTRIWARSO KDW

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 3

sesuai dengan Aslinya,

gg‘mblna (IV/a) |
‘o Lﬁ1;98‘3;1221 200604 2 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan
yang menjadi kewenangannya, baik yang berupa urusan wajib maupun urusan
pilihan, Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan
harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat serta Reformasi birokrasi pada tataran
pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang
diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan
proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang
mengamanatkan bahwa dapat dilakukan evaluasi terhadap organisasi Perangkat
Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 setelah organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Sehingga dengan amanat tersebut,
Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan evaluasi terhadap Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah, situasi, kondisi serta karakteristik daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa perubahan dalam penataan
organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo antara lain, adanya perubahan nomenklatur pada
beberapa bagian yang dipandang kurang tepat serta penambahan Staf Ahli
Bupati dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan guna pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor S Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya dalam rangka  optimalisasi pelaksanaan penataan
kelembagaan dimaksud, perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang
melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Dalam Pasal ini, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalan Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002, Bab II Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 7A dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil, Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
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Pasal 16

Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk memberikan tenggang
waktu bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk membentuk
Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini, hal ini
dikandung maksud bahwa dalam penataan kelembagaan tersebut agar
sekaligus disertai dengan anggaran kegiatannya dalam arti selama
belum habis masa tenggang waktu yang diberikan dalam pasal ini yaitu
paling lama 6 (enam) bulan, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Situbondo masih berlaku.

Dalam Penataan Personil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo, masih tetap mengacu sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, sambil
menunggu dibentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang
mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3



STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN | Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal : 30 Januari 2013

Nomor : 3 Tahun 2013
KABUPATEN SITUBONDO
STAF
SEKRETARIS | o
DAERAH AHLI
KEL. JABATAN
FUNGSIONAL
ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEE)"E,\T:L\'ETSAR'XAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN UMUM
| [

I | ] ] ] ] | | ] ]
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMERINTAHAN HUKUM HUMAS KESRA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN ORGANISASI KEUANGAN SETDA UMUM PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

PEMBERITAAN SOSIAL PENYUSUNAN SARANA ANALISIS PERBENDAHA TU, PIMPINAN & ANALISIS
PEMERINTAHAN —  PERATURAN — DAN —  KEMASYARA — PELAKSANAAN —  PEREKONOMI — JABATAN & — RAAN SETDA — PENATAAUSAHA | [  KEBUTUHAN
UMUM DAN PERUNDANG - DOKUMENTASI KATAN PEMBANGUNAN AN DAERAH KELEMBAGAAN AN BARANG
KERJA SAMA UNDANGAN PERKANTORAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN PROTOKOL SOSIAL PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN TATA LAKSANA PEMBUKUAN RUMAH PENGADAAN
— — —  KEAGAMAAN —  PELAKSANAAN —  EKONOMI — — DAN VERIFIKASI — TANGGA — BARANG SETDA
KELEMBAGAAN BANTUAN
DESA HUKUM PEMBANGUNAN KERAKYATAN SETDA
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN HUBUNGAN KESEJAHTE RAAN PELAPORAN PEMBINAAN PENINGKATAN PERENCANAAN URUSAN PEME- DISTRIBUSI
| penparaTanDan | ] POKUMENTASI —  KOMUNITAS — MASYARAKAT —] ADMINISTRASI — DAN PENGEMB. . KINERJA DAN —| LIHARAAN DAN — BARANG SETDA
HUKUM DAN MEDIA PELAKSANAAN BUMD PEL APORAN PERTAMANAN
KEKAYAAN DESA PEMBANGUNAN

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO




LAMPIRAN II Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal : 30 Januari 2013

Nomor

3 Tahun 2013

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM PERSIDANGAN KEUANGAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATA USAHA RUMAH TANGGA RAPAT DAN ALAT ANGGARAN PERBENDAHARAAN PENYUSUNAN HUMAS DAN
DAN SUNGRAM DAN PROTOKOL RISALAH KELENGKAPAN PERATURAN DOKUMENTASI
SIDANG PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO




